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Daftar Wawancara

¥

Bagaimana penan dan wewenang pthak Kejaksaan dalam penyidikan tindak
pidana korupsi ?

Apa dasar hukum yang dipergunakan Kejati Sumut dalam menangani penyidilsn
tindak pidanz korupsi ?

Bagaimana mekanisme penyidikan tindak pidana korups: ?
Apa syarat dikawkan suatv kasus dihentikan dap diterbitkan SP 37
Bagaiamana Kreteria suatu berkas dan kasus dinyatalan telah P 21 ?

Bagaimana tangung jawab Kejaksaan Tinggi dalam penyidikan tindak pidana
korupsi?8

Bagaimana hubungan penyidékan yang dilakulen Polda Sumatera Utara dengan
Kejaksaan Tingg atau kejaksaan Negeri ?

Bagnimana klasifikasi aotara kasus koiupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri
dengan Kejaksaan Tingg ?

Apa hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Tinggi dalam penanganan penyidikan
tindak pidana korupsi :
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JAWABAN WAWANCARA

Peran kejaksaan dalam penyidikan tidak pidana korupsi sangst penting
walaupun belum jelas siapa yang berwerang menyidik polisi atau jaksa
Dasar hukum yang dipergunstan kajati sumut sama dengan yang
dipergunskan kajati-kajat lain yaitu KUHAP dan UU No. 31 tzhun 1999
Mekanismenyz adalah pxrtama.lama pihak kejaksaan menerima iaporan lalu
dilakukan penyeiidikan selanjutnya kefingkat penyidikan setelash semua
lengkap  barulah dilakukan penuatutan

Suatu kasus dihentikan dan diterbitkan SP3 apabila tidak cukup bukti-bikts
atau kadaluarsastau orang tesebut memnggal dunia

Suatu berkas atau kasus dinyatakan P21 apabila berkas tersebut telah lengkap
dan bukti-bukt sudah cukup dan siap dikirim untuk selanjutnya disidangkan
Tanggung jawab kejaksaan tinggl adalah mencari dan mengumpuikan buk!i
scbanyak mungkin dan berusaha semaksimal mungkin dan berusaha mengusut
tuntas hasil lapotan-laporan dan masyarakat

Hubungannya adalah jika suatu perkara tersebut didafiar atau dilaporkan
dikepolisian maka polisilah yang menangani kasus tersebut dan jika kasus
tersebut dilapor dikejaksaan maka jaksalah yang menanganinya dan bilamana
polisi tidak sanggup lag menangannya maka kasus tersebut dapat diambil alih
oleb jaksa

Yang berhak menangani sebenarnyakejaksaan tinggi setapi bilamana tenadi
didaerah yang tidak terjangkau oleh kejaksaan Negn boleh menenima {aporan
tersebut

Banyak sekali hambetannya scperti siapa yang akan diperiksa misalnya Bupati
atau Gubernur maka intervens: dan pejabat-pejabat tidek luput didalamnya
maka dari itu sangpat memyulitkan phak Kejaksaan untuk menyelesaikan

perkasa tersebut
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